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~.:: BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN KERINCI 

TAHUN ANGGARAN 2018 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2017 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 
NOMOR 10 TAHUN 2017 

.::i 
· 11 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 

TAHUN 2017 NOMOR 10 

·1[ 
' 

' ,.. 
·•. 



,, 
'; 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organiaasi, antar kegiatan 
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih 
tahun anggamn berjalan, perlu dilakukan · perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 aya.t (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD eebageimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1} disertai 
penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk 
untuk memperoleh persetujuan bersama; 

c. . bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaima.rta 
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 yang 
dijabarkan ke dalam Kebijak:an Umum APBD Perubahan serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang telah disepakati 
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017; 

1. Pasa.1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
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DENGAN RAHMATTUHANYANO ti.AHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 
NOMOR \ 1) TAHUN 2017 . . 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA.ERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4886); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4402); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201.5 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4578}; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Trunbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Inatansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor ·55 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom01· 5155); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua At.as 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyu sunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahuh Anggaran 2017; 

12. Peraturan Daerah Kabupatena Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan . ., . .Q,~~rah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah 
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it ( 1 l Pendanatan Daerah sebazaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari : 

: Rp.1.173.342.758.299,00, 
: Rp. 101.482.065.159,37, 

Rp. l.274.824.823.458,37, 
Rp (32.342.636.043,77) 

: Rp.1.147.840.813.354,00, 
: Rp. 69.139.429.115.60, 

Rp.l.216.980.242.469,60,- 

:·1 
ii, 
i·.I 

;I ·• 
I 1. Pendapatan 

a. Semula 
b. Bertambah/ [berkurang] 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 
2. Belanja 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah BeJanja setelah perubahan 
Surplus/(defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 

1) Semula :Rp 34.001.944.945,00,- 
2) Bertambah/ (berkurang) :=Rpl/:!-.-__,,3=8=.5=9=2=.6=36=·=04~3=1.a...-77 ........ ..: 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 72.594.580.988, 77 ,- 
b. Pengeluaran 

l} Semula :Rp 8.500.000.000,00,- 
2) Bertambah/ [berkurang] :~Rl!.p-~6:!.!.•~25~0!.::.0~0~0~.0~0=0..,..0=0,.,._,- 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 
Perubahan Rp 14.750.000.000,00,- 
Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 32.342.636.043,77,- 

Pasal 2 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pendapatan semula 
berjumlah Rp.1.147.840.813.354,00,- bertambah eejumlah Rp.69.139.429.115,60 
sehingga menjadi Rp.l.216.980.242.469,60,- Belanja semula berjumlah 
Rp.1.173.342. 758.299,00,- bertambah sejumlah Rp.10 l.482.065.159 ,37 sehingga 
menjadi Rp.1.274.824.823.458,37,- Pembiayaan netto semula berjumlah 
Rp.25.501.944.945,00,- bertambah sejumlah Rp.32.342.636.043,77,- sehingga menjadi 
Rp.57.844.580.988,77, dengan rincian sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 

PE8ATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN ANGGARAN 2017. 

Menetapkan 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2016 Nomor 8); 

14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 
Nomor 59) 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI 

dan 
BUPATI KERJNCI ' 



162. 712.254.000,00,- 
,. nn ~Olio nnn nn \ 

: Rp 

Rp 605.298.379.000,00,- 
.Jumlah Alokasi Umum setelah 
perubahan 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 
1) Semula 

: Rp 594.747.481.000,00, 
: Rp 10.550.898.000.00,- 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis 
pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah 

1) Semula : Rp 55.350.546.529,00,- 
2) Bertambah/ (berkurang) !....: R~p&:!.-_:.!.;4,~2.a!:..15~.~62~4:!.!..0~0~0=.0=0..._.- 
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp 59.566.170.529,00,- 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang} 

53.267.821.062,00,- 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sejumlah 
1) Semula : Rp 51.414.168.062,00,- 
2) Bertam bah/ (berlrurang) .,_: R=Ptc----"'-1.,_,,,.8=5=3.~6=53~·=00=0~,0=0~,- 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah setelah perubahan Rp 

Jumlah Retribusi Daerah setelah 

8.211.240.4 78,60,- 

perubahan Rp 4.253.000.000,00, - 
c. Haail Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sejumlah 
1) Semula : Rp 7.687.090.363,00,- 
2} Bertambah/ (berkurang) ~= =R-p __ ..;::5=2:...:.4.;.;::.1=50;..:r..:...::.1=1=5=.6=0..,_1- 

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daera.h 
yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 
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312.261.273.400,00,- 

827.377.407.529,00,- 

: Rp 812.810.281.529,00, 
: Rp 14.567.126.000.00.- 

.,i 
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(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah 

1) Semula : Rp l l.045.000.000,00,- 
2} Bert.ambah/(berkurang) .,__: """RPi:-.--56"a=...a.4=.5=0=0~,0=0=0=.0=0 

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp l l.609.500.000,00,- 
b. Retribusi Daerah sejumlah 

1) Semula : Rp 4.093.000.000,00,- 
2) Bertambah/(berkurang) "-'; R=p l=-60=1-=00=0....,.=00=0 ..... 0=0::..,.,,.1- 

b. Dana Perimbangan sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Dana Perimbangan setelah 
perubahan Rp 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 
1) Semula : Rp 260.791.273.400,00,- 
2) Bertam bah/ (berkura.ng) ., R"""'p..___..:;..:51=.4-"-'7""""0=. o ..... o=o.=o=oo"""'-=-oo~,- 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
setelah perubahan Rp 



r , 

2.000.000.000,00,- Rp 

2 .000.000. 000 ,00 .: 
00.00. - 

: Rp 
: Rp 

00,00,- Rp 

00,00,- 
00,00,- 

: Rp 
: Rp 

Rp 448.757.977.809,20,- 

: Rp 425.375.556.570,00,- 
: Rp 23.382.421.239.20 

Rp 504.050.389.936,27,- 

: Rp 449.521.831.476, 10, 
: Rp 54.528.558.460, 17.- 

770.774.433.522, 10,- 

723.820.926.822,90,- 
46.953.506.699.20.- 

: Rp 
: Rp 

Jumlah Belanja langsung setelah ... 
perubahan 

Pasal 3 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejurnlah 

1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

J umlah Belanja Pegawai setelah 
perubahan 

b. Belanja Subsidi sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja Subsidi setelah 
perubahan 

c. Belanja Hibah sejumlah 
1) Semula : Rp 13.785.000.000,00,- 
2) Bertambah/ (berkurang) .:....: R~p~~2~·.:i;.;90:::.:3=·=51-7...,..4 __ 6=0=,0=0...._.- 

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 16.688.517.460,00,- 
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah 
perubahan 

Jumlah Belanja tidak langsung setelah 
perubahan . Rp 

b. Belanja Langsung sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berk:urangj 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Hibah 

1) Semula : Rp 4.500.000.000,00,- 
2) Bertam bah/ (berkurang) ....,: R,_,.,.pC<---'1"""'6""'"'.2 ...... 5 0 . 0 ...... 00= ....... 00 ...... 0 ....... 0 ...... 0 ........ , - 

Jumlah Pendapatan Hibah : Rp 20.750.000.000,00,- 
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah 

1) Semula : Rp 35.457.238.400,00,- . 
2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 00,00,- 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak 
setelah perubahan Rp 35.457.238.400,00,- 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 
1) Semula : Rp 220.834.035.000,00,- 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp 00.00,- 

Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus 
setelah perubahan Rp 220.834.035.000,00,- 

d, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, 
1) Semula : Rp. 00,00,- 
2) Bertambah/(berh.-urang) : Rp. 35.220.000.000.00.- 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya : Rp. 35.220.000.000,00,- 

r 
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Pasal 4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp.72.594.580.988,77,:- 
1) Semula : Rp 34.001.944.945,00,- 
2) Bertamhah/(berkurang) : Rp 38.592.636.043.77.- 

Jurolah Penerimaan setelah perubahan Rp 72.594.580.988,77,- 

j 

b. Pen.geluaran sejurnlah Rp.14. 750.000.000,- 
1) Semula : Rp 8.500.000.000,00, 
2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 6.250.000.000.00.- 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 14.750.000.000,00,- 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf a terdiri darijenis 

pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 

(SiLPA) sejumlah Rp. 72.594.580.988,77,- 
1) Semula : Rp 34.001.944.945,00,- 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp 38.592.636.043.77.:: 

J umlah Sisa Lebih Perhitungan Angga.ran 
Tahun Anggaran aebelumnya (SiLPA) Rp 72.594.580.988,77,- 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00,- 
1 l Semula : Rp 

I . : 
I . ' 

Jumlah Belanja Pegawai setelah 
perubahan Rp 49.127 . .081.909,00,- 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah 
1) Semula : Rp 199.852.348.897,85,- 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp l 1.208.019,951.17.- 

Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah 
perubahan Rp 21 l.060.368.849,02,- 

c. Belanja Modal sejurnlah 
1) Semula : Rp 201.864.928.319,25,- 
2) Bertambah/{berkurang) : Rp 41.998.010.~59,00.- 

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 243.862.939.178,25,- 

:/ 

47.804.554.259,00,- 
1.322.527.650,00,- 

: Rp 
: Rp 

l.188.830.000,00,- 
3.447 .568.000,00.- 

: Rp 
: Rp 

e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah 
1) Semula : Rp 281.471.540.252,90,- 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp 17.220.000.000.00,- 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah 
perubahan Rp 298.691.540.252,90,- 

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ {berkurang) 

Jumlah BeJanja Tidak terduga setelah 
perubahan Rp 4.636.398.000,00,- 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b terdiri dari jenis 
belanja: · 
a. Belanja Pegawai sejumlah 

1) Semula 
2) Bert.am bah/ (berkurang) 

'!F 



Jumlah Penerimaan Piutang Daerah 
setelah peru bahan Rp 0,00,- 

(3} Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
-~ pembiayaan : 

I 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 11 

j' 
1) Semula : Rp 0,00,- 

· 2) Bertambah/ (berkurang) : R12 O,QQ.- 
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan 
setelah perubahan Rp 0,00,- 

b. Penyertaan Modal (investasi] Pemerintah Daerah 
sejumlah Rp.14.750.000.000,-,- 
1) Semula : Rp 8.500.000.000,00,- 
2) Bertambah/(berkurang) : Rn 6.250.000.0Q0,001- 

J umlah Penyertaan Modal [investasi] 
Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp 14. 750.000.000,00,- 'I 

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 
1) Semula :Rp 0,00,- 
2) Bertambah/ (berkurang) : RQ 0,00,- 

Jumlah PembayaranPokok Utang 
setelah perubahan Rp 0,00,- 

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 
1) Semula : Rp 0,00,- 
2) Bertambah/ (berkurang) : R:g o.oo,- 

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah 
setelah peru bahan Rp 0,00,- 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
· Rri 0.00,- 

0,00, 

0,00,- 

0,00,- 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
sejumlah Rp.0,00,- 
1) Semula : Rp 0,00,- 
2) Bertambah/(berkurang) .,__: R=P"'--------'o ...... o~O-,- 

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00,- 
1} Semula : Rp 0,00,- 
2) Bertambah/(berkurang} "--: R=p.___ ~0-..,0 ...... 0_.- 

J umlah Pencairan dana cadangan setelah 
perubahan Rp 

e. Penerimaan kernbali pemberian pinjaman 
sejumlah Rp.0,00,- 
1) Semula : Rp 0,00,- 
2) Bert.am bah/ (berkurang) ...... : R"-'<p o~,o-o_.- 

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
setelah perubahan Rp 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00,- 
1) Semula : Rp 0,00,- 
2) Bertambah/ (berkurang) .,_: R::...:.P--------=0....,,0:a.,:O"'-.- 
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1. La.mpiran I 
2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

Ringkasan APBD; 
Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 
Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pem biayaan; 
Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalatn 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. Lampiran VII Daft:ar Piutang Daerah; 
8. Lampiran VlII Daftar Penyertaan Modal ( investasi) Daerah; 
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini; 
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 

Pasal 8 

Pasal 5 
Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya 
dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan I atau mendesak lainnya 
yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat 
dilaksanakan menda:hului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
dengan cara : 
a. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran ABPD dan 

memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; 
b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar Pelaksanaan 

kegiatan, dan 
c, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau 

disampaikan dalam La.poran Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah 
· menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD. 

Pasal 6 
Pemeritah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan 
kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut : 
a. timbul seketika akibat ulah seseorang atau sekelompok manusia sehingga 

menyebabkan korban jiwa dan at.au harta benda; 
b. terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat; 
c. berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan 
d. tragedi yang tidak diharap terulang kembali. 

Pasal 7 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1. tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari : 

'i' 
f 



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINS! JAMBI: ~k) /2017 
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,j 

' 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal /,J - lo - 2017 

Pasal 9 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada t.anggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. 


